[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
image1.png
KAMAR DAGANG DAN INDUSTR! INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry
Menara Kadin Indonesia Lt. 29, JI. H.R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3 - Jakarta 12950
Tel. : (62-21) 5274484, 5274485, Fax. : (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor : Skep/042/DP/111/2005

Tentang
PEDOMAN PENGGABUNGAN LAYANAN
KADIN KABUPATEN / KOTA

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan program dan atau layanan Kadin
Kabupaten / Kota dalam rangka memperkuat dan memajukan
dunia usaha di wilayahnya masing-masing sesuai amanat tugas
Kadin sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1987 tentang Kadin serta Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Kadin, perlu dilakukan penggabungan layanan
Kadin Kabupaten / Kota ;

b. bahwa oleh karena itu, dianggap perlu adanya satu pedoman
penggabungan layanan Kadin Kabupaten / Kota yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penggabungan
layanan dimaksud yang berlaku bagi organisasi Kadin ;

c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Pengurus Kadin Indonesia.
Mengingat ¢ 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang
Kamar Dagang dan Industri ;

2. Keputusan Presiden R.I Nomor 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar
Dagang dan Industri ;

Memperhatikan Hasil Keputusan Rapimnas Kadin 2005 tanggal 3-4 Februari 2005 di

Jakarta.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :  Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia

tentang Pedoman penggabungan layanan Kadin Kabupaten / Kota.

Pertama ¢ Menetapkan Pedoman penggabungan layanan Kadin Kabupaten /
Kota sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
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Kedua : Pedoman penggabungan layanan Kadin Kabupaten / Kota
sebagaimana dimaksud diktum Pertama merupakan Peraturan
Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang dapat
digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi Kadin Provinsi/
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur
oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam peraturan atau
ketentuan tersendiri.

Keempat :  Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2005
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
NOMOR : Skep/042 /DP/II1/2005
TANGGAL 131 Maret 2005

PEDOMAN PENGGABUNGAN LAYANAN
KADIN KABUPATEN/KOTA

DASAR HUKUM dan LINGKUP
1. Pasal 15 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 27 ayat (8) Anggaran Dasar;
2. Lingkup pemberlakuan pedoman ini adalah Kadin pada semua tingkatan.

2. TUJUAN

W

Penggabungan Layanan Kadin Kabupaten/Kota pada dasarnya tidak menghilangkan
keberadaan organisasi Kadin Kabupaten/Kota itu sendiri, tetapi ditujukan untuk
mengembangkan program dan/atau layanan Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka memperkuat
dan memajukan dunia usaha di wilayahnya sesuai amanat tugas Kadin sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin serta Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Kadin.

FAKTOR-FAKTOR DALAM PENGGABUNGAN LAYANAN

3.1. Faktor penerimaan keuangan yang belum dapat membiayai kegiatan organisasi, yang
didukung dengan sumber dana yang berasal dari layanan keanggotaan, layanan bisnis
dan sumbangan tetap.

3.2, Faktor daerah kerja Kadin Kabupaten/Kota yang bergabung merupakan wilayah
perekonomian yang sama, dimaksudkan bahwa wilayah perekonomian yang didasarkan
atas domisili pelaku usaha di Kadin Kabupaten/Kota tersebut.

3.3.  Faktor Kota berada dalam wilayah Kabupaten, dimaksudkan bahwa secara demografis
dan administrasi kepemerintahan berpengaruh kuat pada konsentrasi dan pertumbuhan
perusahaan/pelal.u usaha. '

Pemenuhan faktor-faktor dimaksud menentukan persyaratan pokok Kadin Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan program dan layanan dengan dukungan fasilitas kantor tetap,
perlengkapan dan staf pendukung (sekretariat) yang layak.

4. TATA CARA PENGGABUNGAN KADIN KABUPATEN/KOTA

4.1. Kadin Provinsi melakukan identifikasi dan kajian mengenai rencana penggabungan
tersebut, disertai kesediaan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

4.2.  Dalam rangka penyediaan referensi-peta potensi, hasil kajian dan dokumen terkait
dalam butir 4.1, disampaikan kepada Kadin Indonesia untuk mendapatkan arahan
dan keputusan.

4.3.  Kadin Provinsi bersama Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan menetapkan prosdur
penggabungan dan jangka waktu pelaksanaannya.
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4.4.  Kadin Provinsi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penggabungan kepada Kadin
Indonesia.

4.5.  Dalam rangka penyediaan referensi-peta potensi, Kadin Indonesia menyelenggarakan
program akreditasi layanan terhadap Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota dj .
seluruh Indonesia serta melakukan pemeringkatan kualitas layanan (rating) pada setiap
tahunnya.

4.6.  Hal-hal yang berkaitan dengan program akreditasi layanan dan pemeringkatan kualitas
layanan, akan diatur lebih lanjut oleh Kadin Indonesia.

DITETAPKANDI: JAKARTA
PADA TANGGAL : 31 Maret 2005

DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
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